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ABSTRACT 
Aceh adat community constitutes basic culture in Islamic law, 
including unregistered marriage which is know by Acehnese 
Moslems in Aceh because of the development of Islam in Aceh 
so that marriage is always related to Islamic Fiqh. In Aceh adat, 
unregistered marriage is valid in the Islamic law although the 
process is ot before PPN (marriage clerk) in Subdistrict 
Religious Affairs Office. In thiscase, there is no dichotomy 
abaout the validity of the marriage between the Islamic law and 
Law No. 1/1974 in Marriage and between the Islamic law and 
KHI (Compilation of Islamic Law) as the positive law in 
Indonesia. Therefore, a valid marriage is a marriage which has 
fulfilled all requirements without any obstacles.In the Aceh adat, 
the position of woman who performs an unregistered marriage 
according to the Islamic Fiqh is equal to woman who has 
registered marriage. 
 
Keywords: Inheritance Rights, Unregistered Marriage, Aceh 
Adat Community 
 
I.   PENDAHULUAN 
 Masyarakat adat Aceh adalah kultur budaya yang berdasarkan pada hukum 
Islam termasuk akan halnya mengenai pernikahan secara siri, pernikahan siri 
dikenal oleh masyarakat adat Aceh akibat berkembangnya peradaban masyarakat 
Islam di Aceh sehingga perkawinanpun bergantung pada Fikih Islam. Islam 
masuk ke Aceh dengan membawa perubahan ditengah masyarakat adat Aceh 
terlebih lagi dengan kedatangan Islam bermazhab Syafi’i dan tumbuhnya 
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 Perkawinan adalah perbuatan yang disuruh Allah dan Nabi.
2
Perkawinan 
adalah sebuah kontrak hukum sipil laki-laki membayar mahar mempelai wanita.
3
 
Islam datang dengan membawa syariat untuk selamat  termasuk syariat 
perkawinan
4
. Islam adalah yang memiliki aturan perkawinan sedang bangsa 
Yahudi tidak mengetahui aturan dalam menentukan jumlah istri
5
.Salah satu 
perjanjian suci antara seorang pria dan wanita adalah perkawinan yang 
mempunyai fungsi perdata.
6
Nikah artinya : 
 “Suatu akad yang menghalalkan pergaulan antara seorang laki-laki dan 
perempuan yang bukan muhrim dan menimbulkan hak dan kewajiban antara 
keduanya”7.Para ulama fikih memandang bahwa nikah menurut Islam terjadi 
dalam mubah, makruh, makdub, wajib, harus
8
. 
Pada dasarnya pernikahan itu diperintahkan/dianjurkan oleh syara’. 
Firman Allah Swt. dalam Surat An-Nisa’ Ayat 3 yang artinya : 
 “…Maka kawinilah perempuan-perempuan yang kamu sukai, dua, tiga dan 
empat, tetapi kalau kamu khawatir tidak dapat berlaku adil (antara perempuan-
perempuan itu), hendaklah satu saja”  
 Akad nikah tidak sah kecuali dengan seorang wali (dari pihak perempuan) 
dan dua orang saksi yang adil. Sabda Rasulullah saw yang artinya : 
 “Dari ‘Aisyah Ra., ia berkata : Rasulullah Saw. telah bersabda : “Siapapun 
perempuan yang menikah dengan tidak seizin walinya, maka batallah 
pernikahannya; dan jika, ia telah bercampur, maka maskawinnya itu bagi 
perempuan itu, lantaran ia telah menghalalkan kemaluannya; dan jika terdapat 
pertengkaran antara wali-wali, maka Sulthan-lah yang menjadi wali bagi orang 
yang tidak mempunyai wali”9.  
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 Dalam Hadist lain Rasulullah Saw, yang artinya : 
“Dari Abu Hurairah Ra., ia berkata : Telah bersabda Rasulullah Saw. : 
“Janganlah perempuan mengawinkan orang perempuan, dan janganlah perempuan 
mengawinkan dirinya sendiri”10. 
 Allah Swt. berfirman dalam Al-qur’an surat Al- Baqarah ayat 228 yang 
artinya:  
 “Dan bagi mereka (wanita) hak yang seimbang, dengan kewajibannya 
dengan cara yang sebaik-baiknya”. Berdasarkan kitab-kitab yang dijadikan 
pedoman oleh Departemen Agama dalam menyelesaikan perkara dalam 
lingkungan Peradilan Agama, tidak terdapat ulama yang menetapkan bahwa salah 
satu syarat perkawinan adalah pencatatan baik sebagai syarat sah maupun sebagai 
syarat pelengkap.Akan tetapi dalam undang-undang perkawinan yang 
diberlakukan pasal yang mengatur pencatatan perkawinan itu ada sebagai bagian 
dari pengawasan perkawinan yang diamanatkan oleh undang-undang.
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 Aktifitas nikah siri atau nikah diluar Kantor Urusan Agama (KUA), 
hingga kini masih sering terjadi. Dalam Islam, Nikah siri sah secara syariat 
sepanjang syarat-syarat dan ketentuannya dipenuhi. Namun, dalam terminologi 
fikih nikah siri tidak ada.Apa yang dikenal masyarakat adalah kawin siri, dikenal 
sebagai pernikahan yang tidak tercatat dan sembunyi-sembunyi.Pemaknaan nikah 
siri di Indonesia adalah nikah yang tidak tercatat (secara hukum) tapi tetap 
diketahui oleh kedua keluarga, ada saksinya dan ada penghulunya. Jadibukan 
kawin diam-diam karena akan menimbulkan fitnah dan prasangka serta efek 
negatif, kalau pun disalahkan, pelakunya yang salah karena kegiatan tersebut bisa 
merugikan pihak lain. Misalnya, ketika mengurus pensiun janda, maka isteri yang 
tidak tercatat (syarat administratif) tidak bisa mendapatkan pensiun janda itu, 
demikian pula bagi seorang anak dari pernikahan siri (begitu juga ibunya selaku 
isteri sah menurut hukum Islam) yang ingin menjadi ahli waris, maka ia tidak 
akan dapat menjadi ahli waris tanpa terlebih dulu mengajukan itsbat nikah ke 
Pengadilan Agama (Mahkamah Syar’iyah kalau di Aceh). 
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 Nikah siri dapat didefinisikan sebagai nikah yang dilaksanakan bukan di 
hadapan petugas pencatat nikah dan tidak didaftar pada kantor urusan agama 
kecamatan atau instansi lain yang sah. Berdasarkan fatwa Majelis 
Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh Nomor 01 Tahun 2010, difatwakan juga 
bahwa pencatatan nikah bukanlah rukun dan syarat sahnya nikah. Namun, akad 
nikah siri yang sah wajib dilaporkan oleh mempelai (suami/istri) untuk 
dicatat.Petugas pencatat nikah wajib mencatatnya.Ditegaskan pula bahwa 
pencatatan nikah siri yang sah dapat dilakukan setelah akad nikah dalam batas 
waktu yang tidak ditentukan.
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Dalam hal mengenai pembagian warisan dalam masyarakat Aceh terhadap 
istri nikah siri, maka  berdasarkan uraian diatas memberikan gambaran terkait 
dengan konsekuensi hukum atau akibat hukum yang ditimbulkannya, maka dalam 
pembahasan ini akan dipaparkan tentang “Tinjauan Yuridis Terhadap Hak Waris 
Istri Dalam  Perkawinan  SiriPada  Masyarakat Adat Aceh Di Kecamatan Darul 
Imarah Mukim Daroy/Jeumpet Desa Garot Kabupaten Aceh Besar Provinsi 
Aceh”.  
 Berdasarkan uraian latar belakang tersebut diatas, maka dapat dirumuskan 
beberapa permasalahan yang perlu dibahas adalah sebagai berikut : 
1. Bagaimana kedudukan istri yang dinikahi secara nikah siri pada masyarakat 
adat Aceh menurut hukum Islam?  
2. Bagaimana Hak Waris istri yang dinikai secara nikah siri pada masyarakat 
adat Aceh? 
3. Bagaimana akibat hukum perkawinan siri terhadap istri yang dinikahi secara 
siri pada masyarakat adat Aceh menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974 
dan Kompilasi Hukum Islam. 
Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini berdasarkan rumusan 
permasalahan tersebut adalah sebagai berikut : 
1. Untuk mengetahui kedudukan secara hukum Islam istri yang dinikahi secara 
nikah siri pada masyarakat adat Aceh. 
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2. Untuk mengetahui Hak Waris istri yang dinikahi secara nikah siri pada 
masyarakat adat Aceh. 
3. Untuk mengetahui akibat hukum perkawinan siri terhadap istri yang dinikahi 
secara siri pada masyarakat adat Aceh menurut Undang-Undang No.1 Tahun 
1974 dan Kompilasi Hukum Islam. 
 
II. Metode Penelitian 
 Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan dengan jenis 
penelitian deskriptif normatif. Sumber data yang dipergunakan dalam penelitian 
ini adalah : 
a. Bahan Hukum Primer. 
1. Al-Qur’an  
2. Hadist, 
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, 
4. Kompilasi Hukum Islam. 
b. Bahan Hukum Sekunder adalah bahan yang memberikan penyelesaian 
mengenai bahan hukum primer yang berupa buku, hasil-hasil penelitian 
dan atau karya ilmiah dari kalangan hukum tentang perjanjian kawin- 
c. Bahan Hukum Tersier adalah bahan yang memberi petunjuk dan 
penjelasan terhadap bahan bukan primer dan bahan hukum sekunder; 
seperti kamus hukum, ensiklopedia dan sebagainya. 
 
III. Hasil Penelitian dan Pembahasan. 
 Perkawinan/pernikahan dalam Islam memiliki kedudukan yang mulia, 
karena tujuannya untuk mencari keridhaan Allah Ta’ala dengan memperbanyak 
keturunan, menjaga kehormatan, dan sebagai sarana untuk menyempurnakan 
agama seseorang. Oleh karena itu Islam mengatur dengan sebaik-baiknya masalah 
pernikahan dalam syariatnya, sehingga dapat mengantarkan kepada tujuan yang 
sesungguhnya.Pernikahan yang sah secara hukum Islam adalah yang telah 
sempurna rukun-rukunnya dan terpenuhi syarat-syaratnya. 
Rukun Nikah : 




1. Adanya calon suami dan istri yang tidak terhalang dan terlarang secara 
syar’i untuk menikah. Di antara perkara syar’i yang menghalangi 
keabsahan suatu pernikahan misalnya si wanita yang akan dinikahi 
termasuk orang yang haram dinikahi oleh si lelaki karena adanya 
hubungan nasab atau hubungan penyusuan. Atau, si wanita sedang dalam 
masa iddahnya dan selainnya. Penghalang lainnya misalnya si lelaki 
adalah orang kafir, sementara wanita yang akan dinikahinya seorang 
muslimah. 
2. Adanya ijab, yaitu lafadz yang diucapkan oleh wali atau yang 
menggantikan posisi wali. Misalnya dengan si wali mengatakan, 
“Zawwajtuka Fulanah” (“Aku nikahkan engkau dengan si Fulanah”) atau 
“Ankahtuka Fulanah” (“Aku nikahkan engkau dengan Fulanah”). 
3. Adanya qabul, yaitu lafadz yang diucapkan oleh suami atau yang 
mewakilinya, dengan menyatakan, “Qabiltu Hadzan Nikah” atau “Qabiltu 
Hadzat Tazwij” (“Aku terima pernikahan ini”) atau “Qabiltuha.” 
 Syarat Nikah : 
 Syarat pertama: Kepastian siapa mempelai laki-laki dan wanita dengan 
isyarat (menunjuk) atau menyebutkan nama atau sifatnya yang khusus/khas. 
Sehingga tidak cukup bila seorang wali hanya mengatakan, “Aku nikahkan 
engkau dengan putriku”, sementara ia memiliki beberapa orang putri. 
 Syarat kedua: Keridhaan dari masing-masing pihak, dengan dalil hadits 
Abu Hurairah Radhiyallahu ‘anhu secara marfu’:  
 “Tidak boleh seorang janda dinikahkan hingga ia diajak 
musyawarah/dimintai pendapat, dan tidak boleh seorang gadis dinikahkan sampai 
dimintai izinnya.”(HR. Al-Bukhari no. 5136 dan Muslim no. 3458).Terkecuali 
bila si wanita masih kecil, belum baligh, maka boleh bagi walinya menikahkannya 
tanpa seizinnya. 
 Syarat ketiga: Adanya wali bagi calon mempelai wanita, karena Nabi 
Shallallahu ‘alaihi wassallam bersabda: 




 “Tidak ada nikah kecuali dengan adanya wali.”(HR. Al-Khamsah kecuali 




 Syarat keempat:Persaksian atas akad nikah tersebut dengan dalil hadits 
Jabir bin Abdullah Radhiyallahu ‘anhuma secara marfu’: 
 “Tidak ada nikah kecuali dengan adanya wali dan dua saksi yang 
adil.”(HR. Al-Khamsah kecuali An-Nasa`i, dishahihkan Al-Imam Al-Albani 
rahimahullahu dalam Al-Irwa’ no. 1839, 1858, 1860 dan Shahihul Jami’ no. 7556, 
7557).
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Oleh karena itu, tidak sah pernikahan kecuali dengan adanya dua orang 
saksi yang adil. 
 Nikah Siri Dalam kitab-kitab Fikih tidak dikenal dengan istilah 
tersebut.Istilah ini lebih popular secara lokal dalam fikih perkawinan di 
Indonesia.Nikah Siri dalam konteks masyarakat di Indonesia sering dimaksudkan 
dalam dua pengertian. 
 Pertama: perkawinan yang dilaksanakan dengan sembunyi-sembunyi, 
tanpa mengundang orang luar selain dari kedua keluarga mempelai. Kemudian 
tidak mendaftarkan perkawinannya kepada Kantor Urusan Agama sehingga 
perkawinan mereka tidak mempunyai legalitas formal dalam hukum positif di 
Indonesia sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Perkawinan. 
 Kedua: perkawinan yang dilakukan sembunyi-sembunyi oleh sepasang 
laki-perempuan tanpa diketahui oleh kedua pihak keluarganya sekalipun. Bahkan 
benar-benar dirahasiakan sampai tidak diketahui siapa yang menjadi wali dan 
saksinya.dan tidak didaftarkan di P3N(Pegawai Pencatat Nikah) Kantor Urusan 
Agama. 
 Perangkat peraturan yang dapat dijadikan kajian untuk menentukan 
eksistensi perkawinan/pernikahan siri yaitu : 
1. Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 
 Menurut Undang-Undang perkawinan No.1 Tahun 1974, 
perkawinan/pernikahan yang sah adalah pernikahan yang dicatatkan. Pasal 2 ayat 
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2 menyatakan bahwa “tiap-tiap pernikahan dicatat menurut peraturan-peraturan 
yang berlaku” Undang-Undang Perkawinan pasal 2 ayat 1 menegaskan 
“Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing 
agamanya dan kepercayaan itu”. Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Perkawinan No. 
1 Tahun 1974 menegaskan bahwa “tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan 
perundang-undangan yang berlaku artinya pernikahan yang tidak dicatatkan 
adalah tidak sah.” 
2. Kompilasi Hukum Islam 
 KHI menyebut bahwa pentingnya pencatatan adalah untuk menjamin 
ketertiban pernikahan yaitu dalam pasal 5 ayat 1 “Agar terjamin ketertiban 
perkawinan bagi masyarakat islam setiap perkawinan harus dicatat”15, Pada 
prinsipnya KHI mengharamkan pernikahan siri. Meskipun istilah nikah siri tidak 
ada disebutkansama sekali dalam KHI berdasarkan ketentuan-ketentuan yang 
diatur didalamnya maka dengan jelas sekali menunjuk ketidakbolehan nikah siri. 
 Perbedaan yang paling nampak antara perkawinan siri dengan pernikahan 
pada umumnya yaitu menyangkut pencatatan perkawinan kepada pencatat sipil. 
Hal lain selain tentang pencatatan perkawinan yaitu menyangkut keabsahan 
perkawinan tersebut. Apabila dalam perkawinan siri keabsahannya hanya menyoal 
menyangkut agama saja (sah dimata agamaUlama fikih) dan tidak sah dalam 
hukum positif Sedangkan perkawinan dalam Undang-Undang.No.1 tahun 1974 
sesuai dengan undang-undang yang berlaku. 
 Perkawinan siri memang memiliki berbagai dampak yang berpengaruh 
pada masyarakat kita. Dampak negatif dari perkawinan siri antara lain : 
1. Tidak kejelasan status hukum istri dan anak didepan hukum 
2. Poligami akan meningkat 
3. Perselingkuhan merupakan hal yang wajar dan pelecehan seksual terhadap 
kaum hawa akan meningkat 
4. Istri tidak dapat menuntut suami untuk memberikan nafkah baik lahir 
maupun batin ke Pengadilan. 
5. Tanggung jawab seorang ayah kepada anak tidak ada, contohnya 
pengurusan akta lahir 
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 Dalam hal perkawinan, anak-anak yang lahir dari pernikahan siri akan sulit 
untuk menuntut hak dalam pewarisan. Karena tidak kejelasan statusnya.Atas hal 
yang telah disebutkan diatas, perkawinan siri lebih mendatangkan dampak negatif 
dan pada dampak positif. 
 Kedudukan dan keabsahan nikah siri dalam prespektif hukum islam, tidak 
lepas dari pembahasan mengenai syarat dan rukun suatu pernikahan dalam islam. 
Syarat merupakan segala sesuatu yang kepadanya menyangkut sah / tidaknya 
sesuatu hal yang lain, tapi bukan merupakan bagian dari perbuatan itu. Adapun 
syarat-syarat yang harus terpenuhi agar suatu perkawinan dikatakan sah sebagai 
berikut : 
1. Syarat umum, terikat larangan perkawinan : 
a. Tidak diperkenankan / larangan perkawinan berbeda agama (Q.S. Al- 
Baqarah : 21 ) 
b. Larangan perkawinan karena hubungan darah, semenda dan saudara 
susunan (Q.S. An-Nisa : 22, 23, 24) 
2. Syarat khusus meliputi  
a. Ada calon mempelai dimana adanya mempelai laki-laki dan wanita 
dan keridhaan dari masing-masing calon mempelai 
b. Adanya wali pernikahan 
 Nikah siri atau nikah dibawah tangan dalam pandangan agama Islam 
diperbolehkan sepanjang hal-hal yg menjadi rukun terpenuhi yaitu Rukun nikah. 
Namun perbedaannya adalah Anda tidak memiliki bukti otentik (secara hukum 
Indonesia) bila telah menikah atau dengan kata lain tidak mempunyai surat sah 
(buku nikah) sebagai seorang warga negara yg mempunyai kedudukan yg kuat di 
dalam hukum namun anda tidak memilikinya
16
. Namun perlu dipikirkan dengan 
sungguh-sungguh dan tak tergesa-gesa bila Anda memang ingin melakukan nikah 
siri.Tidak ada salahnya Anda berjuang dahulu semaksimal mungkin untuk 
memberikan pengertian kepada keluarga agar Anda dapat menikah secara formal, 
agar mendapat pengakuan secara sah di mata agama dan juga dibenarkan secara 
hukum di Indonesia. 
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 Salah satu masalah sosial yang terjadi dalam kehidupan masyarakat adalah 
“kumpul kebo” yang terkesan menjadi hal yang biasa dengan anggapan bahwa hal 
tersebut adalah bagian dari kehidupan modern. “Kumpul kebo” memiliki 
pengertian perbuatan tinggal bersama antara laki-laki dan perempuan tanpa diikat 
oleh suatu tali perkawinan yang sah. Sementara Kumpul kebo dalam arti hidup 
bersama dan melakukan hubungan seksual tanpa menikah, merupakan fenomena 
yang sangat biasa dan dimaklumi secara kultural di negara-negara barat.
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 Norma-norma Indonesia tidak menyediakan ruang bagi pasangan “kumpul 
kebo”. Oleh karena itu berita seseorang yang menjalani kehidupan “kumpul kebo” 
akan menjadi gaduh sosial. Namun norma yang menabukan “kumpul kebo” dan 
sanksi sosial yang mengancampelakunya ternyata tidak cukup kuat untuk sekedar 
meminimalkan banyaknya pelaku “kumpul kebo”.  
  Jadi secara garis besar kriteria zina dan kumpul kebo adalah: adanya 
persetubuhan tanpa nikah, adanya perbuatan yang diharamkan, perbuatan tersebut 
didasari suka sama suka, perbuatan tersebut dilakukan oleh seorang mukallaf dan 
perbuatan tersebut dilarang oleh syara'. Apabila dari segi kriteria,unsur dan syarat-
syarat lain ada pada pelaku delik zina akan dijatuhi hukuman had, sebagaimana 
yang telah dijelaskan dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah. Bagi pezina muhsan akan 
dikenakan hukuman rajam sampai mati, hukuman ini diberikan karena pezina 
muhsan tidak bisa menjaga keihsanan pada dirinya.
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 Sedang bagi kumpul kebo (ghairu muhsan) bentuk sanksinya adalah 
hukuman jilid seratus kali dan pengasingan (taghrib), ditetapkan hukuman jilid 
adalah untuk memerangi psikologis yang mendorong terjadinya jarimah kumpul 
kebo (ghairu muhsan). 
 Dengan melalui pencatatan perkawinan yang dibuktikan dengan akta 
nikah, apabila terjadi perselisihan atau percekcokan diantara mereka atau salah 
satunya tidak bertanggung jawab, maka yang lain dapat melakukan upaya hukum 
guna mempertahankan atau memperoleh hak masing-masing dengan akta 
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perkawinan tersebut suami istri memiliki bukti otentik atas perbuatan hukum yang 
telah mereka lakukan. Adapun dampak negatifnya, antara lain
19
 : 
 Dampak Negatif Pernikahan Siri Pada Keluarga Dan Masyrakat 
1. Dampak Negatif Dalam Keluarga 
a. Adanya Perselisihan 
b. Terabaikannya Hak Dan Kewajiban 
c. Adanya Keresahan/Kekhawatiran 
2. Dampak NegatifDalam Masyarakat 
a. Adanya Fitnah 
b. Adanya Anggapan Poligami 
 Sementara dampak kumpul kebo juga tidak jauh berbeda dengan nikah 
siri. Hal ini akan berdampak dikemudian hari, misalnya kedudukan anak tersebut, 
kedudukan istri setelah bercerai, maupun harta ketika terjadi perceraian ataupun 
tidak
20
. Anak luar kawin, secara sederhana, diartikan sebagai anak yang dilahirkan 
seorang perempuan, sedangkan perempuan itu tidak berada dalam ikatan 
perkawinan yang sah menurut hukum dan agama dengan pria yang membuahinya. 
 Adapun fakta pernikahan siri kedua, yakni pernikahan yang sah menurut 
ketentuan fikih islam namun tidak dicatatkan pada lembaga pencatatan sipil; 
sesungguhnya ada dua hukum yang harus dikaji secara berbeda yakni
21
 : 
(1) hukum pernikahannya; dan  
(2) hukum tidak mencatatkan pernikahan di lembaga pencatatan negara 
 Berdasarkan keterangan dapat disimpulkan; pernikahan yang tidak 
dicatatkan di lembaga pencatatan negara tidak boleh dianggap sebagai tindakan 
kriminal sehingga pelakunya berhak mendapatkan dosa dan sanksi di dunia. 
Pasalnya, pernikahan yang ia lakukan telah memenuhi rukun-rukun pernikahan 
yang digariskan oleh Allah Swt. Adapun rukun-rukun pernikahan adalah sebagai 
berikut;  
1. wali,  
2. dua orang saksi, dan  















3. ijab qabul.  
 Jika tiga hal ini telah dipenuhi, maka pernikahan seseorang dianggap sah 
secara fikih islamwalaupun tidak dicatatkan dalam pencatatan sipil. 
 Adapun beberapa hal – hal positif yang didapat dari Penyiaran Pernikahan, 
antara lain : 
1. dapat tercegah munculnya fitnah di tengah-tengah masyarakat;  
2. memudahkan masyarakat untuk memberikan kesaksiannya, jika kelak ada 
persoalan-persoalan yang menyangkut kedua mempelai;  
3. memudahkan untuk mengidentifikasi apakah seseorang sudah menikah 
atau belum. 
4. istri mendapat perlindungan hukum begitu juga dengan anak-anak. 
Adapun Landasan Terkait Catatan Pernikahan: 
 Perkawinan Dalam Perspektif Masyarakat Adat Aceh yaitu seperti halnya 
di daerah-daerah lain di Indonesia yang mempunyai banyak tahapan sebelum 
seseorang benar-benar resmi menjadi suami istri maka di Aceh pun demikian pula 
adanya.Sebelum mempelai resmi menjadi suami istri haruslah terlebih dahulu 
melewati beberapa prosesi adat yang panjang.Apa saja prosesi adatnya.Prosesi 
adat pernikahan di Aceh ini dibagi dalam beberapa tahapan yang kesemuanya 
wajib dilalui oleh kedua mempelai.Adapun tahapan-tahapan dalam pernikahan 
adat Aceh yaitu,Tahap Melamar (Ba Ranup), Tahap Pertunangan (Jakba Tanda), 
Pesta Pelaminan.  
 Masyarakat Aceh ialah suatu masyarakat yang majemuk dari berbagai 
suku didalamnya, namun dalam hal mengenai istri nikah siri masyarakat adat 
Aceh menganut pada fikih Islam.Kata waris berasal dari bahasa Arab miras. 
Bentuk jamaknya adalah mawaris, yang berarti harta peninggalan orang yang 
meninggal yang akan dibagikan kepada ahli warisnya. Ilmu yang mempelajari 
warisan disebut ilmu mawaris atau lebih dikenal dengan istilah faraid. 
Menurut istilah, mawaris dikhususkan untuk suatu bagian ahli waris yang 
telah ditetapkan dan ditentukan besar-kecilnya oleh syara’. 
Hukum-hukum pembagian waris bersumber pada : 
1. Al-Qur’an, merupakan sebagian besar sumber hukum waris yang banyak 
menjelaskan ketentuan-ketentuan fard tiap-tiap ahli waris. 





3. Sebagian kecil dari ijma “para ahli, dan beberapa masalah diambil dari 
ijtihad para sahabat.  
Harta orang yang telah meninggal dengan sendirinva beralih kepada orang 
hidup yang memiliki hubungan dengan orang yang telah meninggal dunia 
tersebut.Dalam literatur Hukum Islam atau Fikih, dinyatakan ada empat hubungan 
yang menyebabkan seseorang menerima harta warisan dari seseorang yang telah 
mati, yaitu hubungan kerabat, hubungan perkawinan, hubungan wala’ dan 
hubungan sesama Islam. 
Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi dalam pembagian warisan.Sebagian 
mengikuti rukun, dan sebagian berdiri sendiri. Rukun pembagian warisan ada tiga, 
yaitu : 
1. Al-Muwarris, yaitu orang yang diwarisi harta peninggalannya atau orang 
yang mewariskan hartanya  
2. Al-Waris atau ahli waris.  
3. Al-Maurus atau al-Miras yaitu harta peninggalan  
 Wasiat wajibah juga dapat digunakan sebagai wasiat untuk memberikan 
bagian waris kepada istri yang dinikahi secara istri di dalam masyarakat adat 
Aceh. Wasiat wajibah merupakan kebijakan penguasa yang bersifat memaksa 
untuk memberikan wasiat kepada orang tertentu dalam keadaan tertentu.
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Wasiat 
wajibah adalah suatu wasiat yang diperuntukan kepada ahli waris atau kerabat 
yang tidak memperoleh bagian harta warisan dari orang yang wafat, karena 
adanya suatu halangan syara’23.Wasiat wajibah sebagai wasiat yang 
pelaksanaannya tidak dipengaruhi atau tidak bergantung kepada kemauan atau 
kehendak si yang meninggal dunia
24
. Dalam undang-undang hukum wasiat Mesir, 
wasiat wajibah diberikan terbatas kepada cucu pewaris yang orang tuanya telah 
meninggal dunia lebih dahulu dan mereka tidak mendapatkan bagian harta 
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Akibat Hukum Perkawinan Siri Menurut Undang-UndangPerkawinan No. 
1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam di   IndonesiaDilihat dari materi 
Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidaklah ditemukan 
bahwa pelanggaran terhadap undang-undang ini (praktek nikah siri) merupakan 
kategori tindakan pelanggaran hukum pidana, karena tidak dijumpai pasal demi 
pasal dalam undang-undang ini yang menyebutkan bahwa pelanggaran terhadap 
undang-undang ini dikenai sanksi hukum. Akan tetapi dalam Undang-undang  
Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk disebutkan 
dalam Pasal 3 Ayat (1) :  
 “Barang siapa yang melakukan akad nikah dengan seorang perempuan 
tidak dalam pengawasan pegawai pencatat nikah dihukum denda sebanyak-
banyaknya Rp. 50,-“  
 Meskipun pencatatan bukan termasuk dalam rukun dan syarat sahnya akad 
nikah, tetapi dimaksudkan sebagai alat bukti tertulis yang menyatakan peristiwa 
pernikahan telah terjadi. Jika dilihat klausul hukum Pasal 2 Ayat (1) dan Ayat (2) 
dapat dikatakan sebagai dasar atau tolak ukur untuk menilai sah atau tidaknya 
nikah siri secara hukum, baik hukum Islam maupun hukum positif. Dalam hal ini 
dapat dikatakan nikah yang tidak memenuhi ketentuan maqashid syari’ah 
dianggap tidak sesuai dengan tujuan perkawinan itu sendiri sehingga pernikahan 
tidak sah dan dapat berakibat pada batalnya status akad nikahnya. Berdasarkan 
klausul itu nikah siri secara otomatis tidak sah menurut hukum positif. 
Dengan demikian, pencatatan perkawinan walaupun dalam Undang-
undang Perkawinan hanya diatur oleh satu ayat saja, namun pada dasarnya 
masalah pencatatan ini sangat dominan, sehingga tidak berlebihan rasanya jika 
ada pakar hukum yang menempatkannya sebagai syarat administraitif yang juga 
menentukan sah tidaknya sebuah perkawinan. 
 Hukum Nikah Siri mengenai nikah siri akan  dianggap sah oleh hukum 
islam dan adat Aceh selama memenuhi beberapa persyaratan pokok perkawinan 
diantaranya: 
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1. Harus ada wali 
2. Harus ada dua orang saksi 
3. Harus ada mahar 
4. Harus ada walimah, yaitu suatu hajatan, perjamuan, peusijuk , kenduri, 
atau pesta dalam hal ini ialah pesta atau perjamuan yang dilaksanakan 
setelah akad perkawinan yang bertujuan untuk mengumumkan kepada 
kerabat bahwa telah adanya suatu akad perkawinan walaupun secara 
sederhana dan dihadiri oleh orang yang sedikit. 
Pada dasarnya dalam adat Aceh nikah siri akan berdampak sangat 
merugikan bagi pihak istri baik secara hukum maupun sosial,disamping itu anak 
yang dilahirkan selamanya tidak dianggap sah dimata hukum. Konsekuensinya 
seorang anak yang dilahirkan dari pernikahan siri hanya mempunyai hubungan 
perdata dengan ibu dan keluarga ibu,hal ini akan berdampak sangat mendalam 
secara sosial dan psikologis bagi anak karena keterangan yang berupa anak luar 
nikah dan tidak tercantum nama si ayah anak tersebut. 
Upaya hukum yang dapat dilakukan istri yang dinikahi secara siri pada 
Masyarakat Adat Aceh menurut Kompilasi hukum Islam  salah satu upaya yang 
dapat dilakukan yaitu : 
1. Itsbat Nikah.  
2. Perkawinan Ulang  
 
IV. KESIMPULAN DAN SARAN 
A. Kesimpulan 
1. Kedudukan wanita yang dinikah secara siri dalam masyarakat adat Aceh yang 
berpedoman pada Fikih Islam yaitu sah sebagai istri. Karena perkawinan tidak 
tercatat secara Fikih Islam adalah sah manakala memenuhi syarat dan rukun 
perkawinan. Meskipun demikian, karena perkawinan tersebut tidak tercatat 
maka dalam hukum positif Indonesia wanita yang dinikahi secara siri 
dianggap istri tidak sah karena tidak diakui negarasebagai seorang istri. 
2. Hak waris isteri yang dinikahi secara siri dalam masyarakat adat Aceh yang 
memakai pedoman Fikih Islam mendapat bagian waris 1/4 (serempat) dari 




harta peninggalan suami jika tidak ada anak atau keturunan lain dari 
pernikahan siri isteri dengan suaminya tersebut, dan jika terdapat anak atau 
keturunan lain maka isteri memperoleh bagian waris 1/8 (seperdelapan) dari 
harta peninggalan suami setelah dipenuhinya apabila suami ada meninggalkan 
wasiat dan setelah dibayar hutang-hutang suami. Namun apabila terjadi 
sengketa/konflik dalam pembagian harta warisan dan penyelesaian pembagian 
harta warisan dilakukan di Pengadilan Agama, maka hak waris isteri yang 
dinikahi secara siri tidak mendapatkan bagian waris dari harta peninggalan 
suami. Isteri yang dinikahi secara sah yang mendapatkan bagian waris dari 
harta peninggalan suami. Wasiat wajibah dapat digunakan sebagai wasiat 
untuk memberikan bagian waris kepada isteri yang dinikahi secara isteri di 
dalam masyarakat adat Aceh.  
3. Akibat hukum perkawinan siri terhadap istri yang dinikahi secara siri pada 
masyarakat adat Aceh menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974 dan 
Kompilasi Hukum Islamsecara hukum istri tidak dianggap sah, istri tidak 
berhak atas nafkah dan warisan dari suami jika suami meninggal dunia dan 
tidak berhak pula atas harta gonogini jika terjadi perpisahan 
B. Saran 
1. Masyarakat adat Aceh sebaiknya harus tetap berpegang teguh pada Hukum 
Islam dan Undang-Undang No. 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam 
yang menjadi pedoman dan tuntunan dalam masalah perkawinan. 
2. Hukum kewarisan yang diatur oleh hukum Islam sebaiknya menjadi pedoman 
oleh masyarakat adat Aceh sehingga ketetapan tersebut sebaikmya tetap 
dipertahankan. Terhadap istri yang dinikahi secara siri sebagai rasa 
kemanusiaan dapat diberikan wasiat wajibah sebagai jalan keluarnya.  
3. Istri yang dinikahi secara siri sebaiknya harus melakukan upaya hukum berupa 
melakukan itsbat nikah, mengajukan permohonan pengesahan nikah dan atau 
juga dengan cara mengajukan gugatan pengesahan nikah yang diajukan di 
Pengadilan Agama (Mahkamah Syar’iyah kalau di Aceh). Atau melakukan 
perkawinan ulang yang harus disertai dengan pencatatan perkawinan di Kantor 
Urusan Agama pada perkawinan ulang tersebut apabila suami belum 
meninngal dunia. 
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